> LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Ruang Digital
KOMDIGI Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

Kamis, 13 Agustus 2026

1. [HOAKS] Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Pemilik
Rumah Kontrakan Mulai 2027

Penjelasan:

x Beredar unggahan di media sosial Facebook yang

kena pajak. mengeklaim bahwa pemerintah Indonesia bakal

Yang bikin heran, kenapa rasanya aturan selalu gampang banget dibuat buat narik uang dari rakyat?
Pemerintah bilang demi negara, demi pembangunan, demi kepentingan bersama.

menerapkan kebijakan pajak rumah kontrakan mulai

Ya semoga bener-bener balik juga ke rakyat, bukan cuma rakyat yang disuruh terus ngerti dan nurut.

#pajak
=aptadianbarupa;ak ta h u n 2027.

#pemerintah

2"5 Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari
kompas.com, Direktorat Jenderal Pajak (D3P)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah
narasi yang mengeklaim bahwa pemerintah akan
memungut pajak kepada para pemilik rumah
kontrakan dan indekos mulai tahun depan. Mengutip

dari antaranews.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan,

dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana
Rismawanti mengatakan bahwa hingga saat ini belum

terdapat usulan program kerja spesifik Direktorat

AKAN DI KENAKAN WAJIB PAJAK,

Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2027 yang secara
#Z‘demgalw/ Kaneméew J ( ) P u yang
- khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau
o8 o Properti sewa. Selain itu, dia memastikan bahwa DJP

o) Like (J Comment

belum menyusun usulan program kerja spesifik DJP
tahun 2027 yang menyasar pemilik rumah kontrakan.
Lebih lanjut, narasi yang menyatakan bahwa
pemerintah bakal menerapkan kebijakan pajak rumah

kontrakan mulai 2027 adalah keliru.

Hoaks

Link Counter:

ak-rumah-kontrakan-pada-2027



https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/12/173400082/-klarifikasi-penjelasan-djp-soal-wacana-pajak-rumah-kontrakan-mulai?page=all#page2
https://www.antaranews.com/berita/5687457/djp-belum-ada-rencana-pemungutan-pajak-rumah-kontrakan-pada-2027
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/12/173400082/-klarifikasi-penjelasan-djp-soal-wacana-pajak-rumah-kontrakan-mulai?page=all#page2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/12/173400082/-klarifikasi-penjelasan-djp-soal-wacana-pajak-rumah-kontrakan-mulai?page=all#page2
https://www.antaranews.com/berita/5687457/djp-belum-ada-rencana-pemungutan-pajak-rumah-kontrakan-pada-2027
https://www.antaranews.com/berita/5687457/djp-belum-ada-rencana-pemungutan-pajak-rumah-kontrakan-pada-2027
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2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan
Bareskrim Polri Menghubungi Warga melalui Video
Call

Penjelasan:

+62 812-52064-3275

Beredar nomor WhatsApp 081252643275 yang mengaku
sebagai polisi dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian
Markas Besar Negara Republik Indonesia (Bareskrim
Mabes Polri) menghubungi sejumlah warga. Nomor
tersebut menghubungi warga melalui video call dan
mengeklaim sebagai resmi dari Bareskrim Polri yang

menindak kasus kepada orang yang ditelepon.

Faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui
bahwa nomor WhatsApp itu bukan milik Bareskrim Polri
dan tidak menemukan kontak resmi Bareskrim Mabes
Polri yang menggunakan nomor 081252643275. Dilansir
dari kompas.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa
modus tersebut merupakan aksi penipuan yang

mengatasnamakan kepolisian.

Buka bloks

Hoaks

Link Counter:

https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/17/18012391/warganet-ngaku-diajak-video-call-s

ebelum-penggerebekan-polisi-pastikan



https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/17/18012391/warganet-ngaku-diajak-video-call-sebelum-penggerebekan-polisi-pastikan
https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/17/18012391/warganet-ngaku-diajak-video-call-sebelum-penggerebekan-polisi-pastikan
https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/17/18012391/warganet-ngaku-diajak-video-call-sebelum-penggerebekan-polisi-pastikan
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3. [HOAKS] Presiden Prabowo Pinjam Dana dari Korea
dan Jepang untuk MBG dan KDMP

IPROGRAMILIASIL
R”‘L"T AWV

Poadowe Liesmi
Pipizman Dana
» . Dan Jepang
A¥~2u0,5 Trilyun Untuk
Meianjut kan Program MBG
Dan KOPDES

e

Hoaks

Link Counter:

ang-untuk-mbg-dan-kdmp

Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi
narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo
telah menerima pinjaman dana dari Korea
Selatan dan Jepang senilai Rp500,5 triliun untuk
melanjutkan program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.
Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran
kredibel

mengenai pinjaman dana dari Korea Selatan

juga tidak menemukan informasi
dan Jepang senilai Rp500,5 triliun untuk MBG
atau KDMP. Kunjungan Presiden Prabowo ke
Jepang dan Korea Selatan justru menghasilkan
komitmen investasi dengan total sekitar Rp574
triliun, terdiri dari sekitar Rp173 triliun dari Korea

Selatan dan sekitar Rp401 triliun dari Jepang.



https://turnbackhoax.id/articles/36086-salah-prabowo-pinjam-dana-dari-korea-dan-jepang-untuk-mbg-dan-kdmp
https://turnbackhoax.id/articles/36086-salah-prabowo-pinjam-dana-dari-korea-dan-jepang-untuk-mbg-dan-kdmp
https://turnbackhoax.id/articles/36086-salah-prabowo-pinjam-dana-dari-korea-dan-jepang-untuk-mbg-dan-kdmp
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4. [HOAKS] Vaksin HPV bagi Anak Laki-laki Bertujuan
untuk Depopulasi

Penjelasan:

Al Beredar sebuah unggahan di media sosial yang
T2 pADA B NAK mengeklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk
S venil Y . .
\@, 4 II JHA anak-anak bertujuan untuk depopulasi.
= T AT
DEN )

: Faktanya, klaim bahwa vaksinasi HPV untuk anak laki-laki

UV dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi
£ vAcCHE
st o adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti

ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut mampu
memengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro
Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) Aji Muharman membantah narasi
yang mengeklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada
anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk
melakukan depopulasi. Vaksin HPV diberikan untuk
melindungi seseorang dari infeksi Human Papillomavirus
(HPV) yang menyebabkan berbagai jenis kanker pada
laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks,
anus, penis, dan orofaring. Studi menunjukkan, vaksinasi
ini tidak menyebabkan menopause dini dan kemandulan.
Pemberian suntikan vaksin HPV untuk anak-anak
dipastikan aman karena telah mengantongi izin edar dari

BPOM RI dan sesuai dengan rekomendasi WHO.

Hoaks

Link Counter:

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/11/165000582/-hoaks-vaksin-hpv-ba

ki-laki-bertujuan-untuk-depopulasi?page=2



https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/11/165000582/-hoaks-vaksin-hpv-bagi-anak-laki-laki-bertujuan-untuk-depopulasi?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/11/165000582/-hoaks-vaksin-hpv-bagi-anak-laki-laki-bertujuan-untuk-depopulasi?page=2
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/08/11/165000582/-hoaks-vaksin-hpv-bagi-anak-laki-laki-bertujuan-untuk-depopulasi?page=2
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5. [HOAKS] BMKG Prediksi Peluang El Nino Sangat Kuat
Relatif Kecil pada Paruh Kedua Tahun 2026

opsi &
njadi lebih “rendah®
al yang ditunjukkan

Qus Qs @

Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengeklaim Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif
kecil pada paruh kedua tahun 2026.

Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kepala Biro Hukum,
Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama RR. Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar.
Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga
awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi
kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole
(IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani
menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari
seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta
kekeringan.

Hoaks

Link Counter:

Klarifikasi Langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama RR. Rima Eryani dengan
Surat Nomor: e.B/HM.02.00/015/KRH/V111/2026



https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/musim-kemarau-di-bawah-normal-dan-el-nino-kuat-bmkg-gencarkan-modifikasi-cuaca-dan-dukung-mitigasi-lintas-sektor
https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/musim-kemarau-di-bawah-normal-dan-el-nino-kuat-bmkg-gencarkan-modifikasi-cuaca-dan-dukung-mitigasi-lintas-sektor
https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/musim-kemarau-di-bawah-normal-dan-el-nino-kuat-bmkg-gencarkan-modifikasi-cuaca-dan-dukung-mitigasi-lintas-sektor
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